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Warga Adat Pertanyakan Keanggotaan DPRD Padang Lawas

Jakarta, 18 Desember 2019 - Mahkamah Konstitusi menggelar sidang Pemeriksaan
Pendahuluan terhadap permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 Tentang
Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara, Rabu (18/12), pukul 13.30
WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 82/PUU-XVI11/2019 ini diajukan oleh
perorangan bernama Alamsyah Panggabean. Pemohon merupakan warga Desa Tanjung
Botung di Kabupaten Padang Lawas. Alamsyah mengajukan permohonan pengujian norma

Pasal 13 UU a quo mengenai keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam permohonannya, Alamsyah menjelaskan sejarah kepimpinan Desa Tanjung Botung,
yang kini dipimpin oleh Ompung Raja atau Kepala Adat. Menurut Pemohon, alokasi kursi
anggota DPRD yang ditetapkan oleh UU a quo seharusnya diperuntukkan bagi wakil adat dan
kelompok masyarakat adat suku Batak Angkola/Mandailing di Kabupaten Padang Lawas atau
bukan berasal dari anggota partai politik tertentu. Pemohon memperkuat argumentasinya
dengan landasan sosiologis UU a quo, yaitu “Bahwa pembentukan Kabupaten Padang Lawas
diharapkan akan dapat mendorong peningkatakan pelayanan dalam bidang pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan, serta dapat memberikan kemampuan dalam pemanfaatan
potensi daerah.” Pemohon juga mengutip perkataan mantan Hakim Konstitusi Masa Jabatan
2003 — 2008 Abdul Mukhti Fadjar bahwa MK berperan mengusahakan fungsi nasionalistis

sehubungan dengan kompleksitas kemajemukan di Indonesia.

Terhadap hal tersebut, Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 38 Tahun 2007 sepanjang frasa “sesuai dengan peraturan perundang-undangan”
bertentangan dengan UUD 1945. (RA)
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